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Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih adanya potensi Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang belum tergali dan belum adanya pendataan
ulang terhadap objek pajak. Permasalahan lain adalah tidak efektifnya pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota
Pontianak. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejaun mana
pemerintah Daerah Kota Pontianak telah mengimplementasikan Peraturan tersebut,
sehingga peneliti dapat mengetahui penyebab potensi BPHTB tidak tergali oleh
Pemerintah Daerah Kota Pontianak. Implementasi Pengalihan Pemungutan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Pontianak cukup
menarik untuk diteliti mengingat besarnya Potensi BPHTB di kota Pontianak.. Dalam
upaya menilai keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 6
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak peneliti menggunakan teori Van
Meter dan Van Horn dengan 6 variabel yaitu, Ukuran dan Tujuan kebijakan dalam
Implementasi, Sumberdaya dalam Implementasi, Karakteristik Agen Pelaksana dalam
Implementasi, Sikap/Kecendrungan Para Pelaksana dalam Implementasi, Komunikasi
antar Organisasi dalam Implementasi dan Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik
dalam Implementasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi
peraturan daerah No 6 tahun 2010 tentang pajak daerah kota Pontianak kurang
berjalan efektif. Standar atau ukuran kebijakan belum sepenuhnya dijalankan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sumberdaya manusia pada Dinas
Pendapatan Daerah Kota Pontianak belum memadai dalam aspek kulitas dan
kuantitas. Standart Oprasional Prosedur belum dijalankan dengan baik. Sikap para
pelaksana yaitu Dispenda kurang memberikan sanksi kepada wajib pajak yang
berbuat curang dan Kurangnya koordinasi antar pihak-pihak terkait. Saran dari
penelitian ini adalah kepada wajib pajak agar mengurus pajak BPHTB baiknya
dilakukan sendiri tidak perlu bantuan notaris dan Dinas Pendapatan Daerah
seharusnya melakukan pendataan ulang objek pajak.
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